
 
 

 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
PROVINSI RIAU 

 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
NOMOR  60  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERPANJANGAN MASA JATUH TEMPO PEMBAYARAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi 
sehubungan dengan wabah corona virus Disease 2019 (Covid-
19) serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan 
kebijakan Perpanjang Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

 
 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah, Bupati menentukan 
tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh Wajib 
Pajak; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti  sebagaimana 
tersebut dalam telahaan staf  Kepala Badan Pengelola Pajak dan 
Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 
973/BPPRD/IX/2021/711 tanggal 15 September 2021, perlu 
dibentuk suatu Peraturan; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perpanjangan Masa Jatuh Tempo Pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 
2021; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4920); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Repub1`q1lik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);  

 

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor  80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 
Nomor 3); 
 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 
Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 01); 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti Tahun 2020 Nomor 7); 

 

14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 88 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti Tahun 2020 Nomor 88); 
 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01/Menkes/Per/X/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel 
Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang 
menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JATUH 
TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2021. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti 
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kepulauan Meranti 
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 
pajak atas bumi dan/atau banguna yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan dan pertambangan. 

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten. 

10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 
pedalaman dan/atau laut. 

11. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 
pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang 
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Masa jatuh tempo pembayaran adalah sebuah tanggal yang 
ditetapkan sebagai penanda batas akhir pembayaran untuk 
sebuah transaksi. 



Pasal 2 

Dalam peraturan Bupati ini ditetapkan Perpanjang Jatuh Tempo 
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Kepulauan  Meranti. 

 

Pasal 3 

Perpanjangan Masa Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Wajib Pajak di 
Kabupaten Kepualuan Meranti, meliputi : 
a. perpanjang Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan pada tanggal 
30 November 2021. 

b. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak 
menghilangkan kewajiban pajak terutang. 

 
 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
 

Ditetapkan di Selatpnjang 
pada tanggal 15 September 
2021 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

ttd 
 
         MUHAMMAD ADIL 

 
 

Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 15 September 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 
 
      ttd         
 
 

KAMSOL 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 61 
 


